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A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu di dunia ini selalu mengalami pearbaseiring
berjalannya waktu. IImu pengetahuan di segala Igidakan selalu
berkembang dengan penemuan-penemuan mutakhir. #ededcuali dengan
iImu hukum, yang juga senantiasa mengalami dinardida pasang surut.
Hukum ada untuk memenuhi kebutuhan manusia yangraecaluriah
menginginkan hidup dalam suasana yang tenang ddn ®©leh karena itu
disusunlah hukum berupa peraturan-peraturan dakmgka mewujudkan
ketertiban di masyarakét.

Namun sayangnya seringkali peraturan-peraturantidak dapat
mewujudkan ketertiban yang diinginkan oleh masyatrak karena
perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripadatupan-peraturan
tersebut sehingga peraturan-peraturan itu tidak atdapnenjawab
permasalahan-permasalahan yang muncul. Yang lelmhisi adalah,
peraturan-peraturan yang telah disusun tersebutbo@nmasyarakat yang

diaturnya sengsara dan tidak bahd&gia.

! A. Qodri Azizy, Menggagas llmu Hukum Indonesidalam Ahmad Gunawan BS dan
Mu'amar Ramadhan (ed) et. dllenggagas Hukum Progresif Indongstogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006, him. x.

? |bid.



Hal-hal seperti inilah yang memancing timbulnya ageg-gagasan
baru di bidang hukum. Di Amerika, muncul gagasahkunu responsif dari
Philippe Nonet dan Philippe Selznick ataupun StHdkum Kritis (The
Critical Legal Studies dengan tokohnya seperti Roberto M. Unger. Tidak
ketinggalan di Indonesia yang memang merupakanradggum® tidak bisa
dihindari akan kemunculan gagasan hukum dari p&kéum Indonesia
sendiri. Salah satu gagasan yang muncul di Indaregtalah gagasan hukum
progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo.

Bila dicermati pada sejumlah tulisannya, gagasareitnyata bukan
sesuatu yang baru. Namun memang lebih mengkrisiak $eberapa tahun
terakhir. Menurut Qodri Aziz§, sejak tahun 2002, Satjipto Rahardjo telah
berbicara beberapa kali tentang hukum progresiadaria mengidealkannya.

Menurut Ufran Hukum progresif merupakan salah satu gagasan
yang paling menarik dalam literatur hukum Indongsida saat irfi.Hal ini
menarik dibicarakan karena hukum progresif telamggegat keberadaan

hukum moderh yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama in

% Seperti yang tertera dalam Naskah UUD 1945 BABadap | ayat Ill yang berbunyi
Negara Indonesia adalah negara hukum.

* A. Qodri Azizy,op.cit, him. xi.

® Lihat dalam Pengantar Editor bukukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia
Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, him. v.

® Progresif berasal dari kapaogressyang berarti kemajuan. Hukum Progresif pertama
kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah @riikng ditulis oleh Prof. Satjipto Rahardjo di
Harian Kompas dengan judulntionesia Butuhkan Penegakan Hukum Progte&ibmpas, 15
Juni 2002.

" Istilah Hukum Modern yang dipergunakan dalam amlisni sekedar untuk menyebut
model hukum pada masyarakat modern yang berdifartali, individualistik dan rasional. Hukum
modern muncul di Eropa pada awal abad XIX yang #aatidominasi oleh alam pemikiran
positivistik. Model ini juga sekedar untuk membealaldengan model hukum pada masyarakat
tradisional yang lebih bersifat komunal dan magibat Wisnubroto dalam makaldfienelusuri
dan Memaknai Hukum Progresii http://wisnubroto.blogs.friendster.com/ makatabnelusuri-
memaknai-hukumprogresif.html. Diambil pada tandgalanuari 2011.



Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zanmaampu
menjawab perubahan zaman dengan segala dasamdinya, serta mampu
melayani kepentingan masyarakat dengan menyandapgada aspek
moralitas dari sumber daya manusia penegak hukuseitdiri®

Hukum tersebut menyingkap tabir dan menggeledalbaler
kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsptaitifistik, legalistik
dan linier tersebut untuk menjawab berbagai pessodlukunt? Hukum
progresif mengandung semangat pembebasan yaituepasdn dari tradisi
berhukum konvensional yang legalistik dan liniesébut.

Menjalankan sebuah hukum tidak hanya semata-matstute
perundang-undangan akan tetapi dalam menjalankkanhinarus dengan
determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadapdeetaan bangsa untuk
berani mencari jalan lain guna mensejahterakanatakgsuai dengan apa
yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasakuhu adalah

institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepatiidupan yang adil,

® Hukum Progresif menawarkan perspektif, spirit, dara baru mengatasi kelumpuhan
hukum di Indonesia. Lihat, Satjipto RahardMembedah Hukum Progresifakarta: Kompas,
2006, him. ix.

® Hukum progresif didasarkan oleh keprihatinan teapakontribusi yang rendah oleh
ilmu hukum di Indonesia dalam mencerahkan bangsaakelari krisis termasuk krisis dalam
bidang hukum. Munculnya hukum modern mengguncargrtid@an dalam masyarakat. Hukum
yang seyogyanya dibutuhkan untuk menciptakan ataunata ketertiban masyarakat pada
praktiknya seringkali justru meminggirkan ketertibgang telah ada dalam mayarakat lokal atau
masyarakat adat. Hukum adat bukan lagi menjadialsamal hukum nasional, melainkan dikalahkan
oleh hukum nasional, yang diumpamakan dengan “mekkas kambing dan harimau dalam satu
kandang”. Hukum modern meminggirkan kehidupan déaktanan lokal dan kaidah-kaidah sosial
yang menata ketertiban di masyarakat. Lihat SatfgahardjoBiarkan Hukum MengalirJakarta:
Kompas, 2008, him. 11.

1% Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan ikegdmenjadi roh penyelenggara
hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan &gmainya) menjadi titik orientasi dan
tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjagling tombak perubahan. Lihat Ufran
op.cit, him. vi.



sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum terseiolak
mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlakasinal, melainkan
ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepeatisia-*

Belakangan ini muncul kesan bahwa proses hukumgleii tidak
mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas apadagiberikan keadilan
substantif bagi para pihak. Proses hukum lebih m@émgebagai mesin
peradilan yang semata-mata hanya berfungsi mentgjget penyelesaian
perkara yang efektif dari sisi kuantitas sesuaigdentahap-tahap dan aturan
main yang secara formal ditetapkan dalam peratifran.

Hukum dan proses peradilan seringkali merasa tdedanketika
harus dihadapkan pada kasus-kasus yang semakindamkompleks seiring
dengan perkembangan masyarakat yang sangat dipalcusistem global.
Sistem hukum modern yang telah terlanjur diformatach sekat-sekat
pembagian bidang hukum secara tradisionil hitamhpumenjadi gagap
ketika dituntut harus menyelesaikan perkara-perigary berada pada ranah
abu-abu-*

Pada beberapa kasus, sangat jelas terpampang fem@eeegakan
hukum yang keliru dan cenderung tidak humanis. Arobintoh penahanan

10 orang anak penyemir sepatu usia 11-14 tahunRxéies Metro Bandara

! Satjipto RahardjoHukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesagyakarta:
Genta Publishing, 2009, him. 1.

12 Wisnubroto op.cit.

13 Maksud dari Redaksi tradisionil Hitam Putih iniaémh mengacu pada Hukum Perdata,
Hukum Pidana, Hukum Administrasi dll.

4 Ranah abu-abu di sini lebih menitikberatkan paalehl yang tidak nampak jelas batas
antara persoalan etika, privat atau publik.



Tangerang, karena kasus bermain yang disebut gelisigai perjudian (pasal
303)

Secara paradigmatik dapat dijelaskan bahwa modeeniterkait
dengan berkembangnya tradisi pemikiran yang mempged@n rasionalitas
daripada hal-hal yang bersifat metafisika sebagamgang berkembang
dalam era sebelumnya. Tradisi pemikiran ilmu pexgein didominasi
paradigmaCartesian/Baconian/Newtoniatelah merubah dunia menuju era
masyarakat modern dengan modernismenya. Secarkasitngdisi tersebut
adalah cara berpikir yang menonjolkan aspek rakidogis, memecah atau
memilah @tomizing, matematis, masinal, deterministik dan lirfir.

Perkembangan IPTEK yang sangat pesat pasca erarpban di
dunia sains dan seni secara nyata juga berpengerhddap perkembangan
(perubahan) di bidang sosial, politik, ekonomi gaga hukum. Di bidang
sosial misalnya terjadi perubahan dari tipe maggdraagraris menuju
masyarakat industri yang bersifat liberal. Di bigapolitik nampak pada

terbentuknya negara modern denggolatform konstitusional dan

!> Secara positivisme pasal-pasal, maka anak-anakadggerang itu bersalah dalam
melakukan perjudian. Tetapi jika dikaitkan hal @g@ngan kajian sosiologis, ekonomi dan budaya
maka anak-anak di Tanggerang tidak dapat dinyata&esalah. Anak-anak di Tanggerang adalah
korban konstruksi sosial yang membuat mereka tegpddekerja di masa kanak-kanaknya dan
tidak mengerti pasal-pasal perjudian yang ditudohkapada mereka. Kurangnya pendidikan
mempengaruhi anak-anak tersebut dalam melakukaakiém tersebut. Sehingga secara garis
besar dalam memutus sebuah kasus, para aparatagemagigum tidak hanya melihat kepastian
hukum semata. Nilai keadilan dan kemanfaatan hdipsrjuangkan dalam memutus sebuah
kasus. Dalam perkembangannya penahanan anak-amaiktati Anak tersebut mencapai 29 hari
dan kemudian dilakukan penangguhan, dan kini kasugargulir di pengadilan.

'® satjipto Rahardjolimu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan PenceraSamakarta:
Muhammadiyah University Press, 2004, him. 35.



demokrasinya. Di bidang ekonomi muncul sistem pameknian terbuka yang
membuka pasar bebas dan cenderung bersifat kapiAfi

Tak pelak lagi perubahan yang terjadi pada masgarakodern
tersebut juga diikuti dengan perubahan pada tatankmmnya, yakni muncul
dan berkembangnya tatanan hukum modern atau leitdnal dengan
sebutan sistem hukum positif.

Surutnya kejayaan cara berpikiCartesian/Baconian/Newtonian
setelah munculnya teori-teori baru pada dunia ssémerti teori relativitas
dan teoriChaos® telah merubah cara pandang terhadap kebenaram. pad
positivismé® menyebabkan terjadinya pereduksian makna dan woiasip
fakta yang menyebabkan kegagalan dalam memahaiitareacara benar
dan utuh.

Hal demikian nampaknya terjadi pula pada model hukaodern

yang masih bertahan dengan dominasi positivismem@ysy semakin sulit

' Ibid, him. 36.

'8 Sistem Hukum Positif didasarkan pada asas-asadedaraga-lembaga hukum Barat
yang untuk sebagian besar didasarkan atas asadasémmbaga-lembaga hukum Romawi. Lihat
Nur Hidayati Setyani, Paradigma Positivisme danlikaginya Terhadap Perkembangan Hukum,
dalamAl-Ahkam XIX, Edisi | April 2008, him. 45.

19 Chaos theorymerupakan teori yang berkembang dalam bidangafisderkembangan
teori ini tidak lepas dari perkembangan teori sefpelya yang telah mendominasi dan memberi
penjelasan tentang dunia fisik dalam rentang wglihg cukup lama. Chaos adalah sesuatu yang
ada di mana-mana, akan tetapi sukar untuk menpslasia, satu situasi ketidakteraturan atau
kekacauan benda (benda, ekonomi, sosial, poliikgytidak bisa diprediksi polanya. Lihat Agus
Raharjo, Membaca Keteraturan Dalam Ketakteratufa@taéh Tentang Fenomena Chaos Dalam
Kehidupan Hukum Indonesia), dalam Jurtiau Hukum Syiar MadanilX, No. 2 Juli 2007, FH
Unisba Bandung, hal. 142-160. Di di http://agusrghblogspot.com/membaca-keteraturan-
dalam-ketakaturan.html. Diambil pada tanggal 23riai2011.

% positivisme adalah suatu faham falsafati dalant aladisi pemikiran Gallilean.
Kebanyakan kelompok positivisme berasal dari kaangrang-orang yang progresif yang
bertekat mencampakkan tradisi-tradisi irasional demperbaharui masyarakat menurut hukum
alam sehingga lebih rasional. Lihat Robert M.Z.Lagyd eori Sosiologi Klasik dan Moderdilid
I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, him. 82.



menjadi sarana untuk mengatasi persoalan-persgatayn berkembang pada
masyarakat?

Fenomena yang nampak jelas menunjukkan perubahaaligama
pada masyarakat pasca industri atau yang diseat gabagai masyarakat
informasi adalah perkembangan IPTEK telah menctgdeap yang sangat
mutakhir. Salah satu produk IPTEK yang kini menjadnbol kemajuan
adalah IT [nformation Technology Teknologi inilah yang secara
revolusioner merombak paradigma-paradigma yangsatielumnya. Sebut
saja misalnya perubahan paradigma itu terjadi pétam teknologi, yakni
dari sistem manual menjadi sistem digital/elektkprjiang mengakibatkan
perubahan terhadap realitas yang ada yaknilgad reality menjadivirtual
reality atauhypperreality*?

Perubahan-perubahan paradigma secara revolusiersebtt yang
dalam bahasanya Thomas Khun disebut dengan istllampatan
Paradigmatik® atau dalam bahasanya Fritjof Capra disebut deisjdah

Ingsutan Paradigma, secara nyata telah menciptakgah baru pada pola

I Teori tersebut tetap hidup bahkan mendominasidkgdsin hukum di Indonesia. Ini
disebabkan karena teori positivis telah mengakat, kiidak hanya dalam lembaga pendidikan
tinggi, tetapi juga pada lembaga-lembaga peneg&kirhuyang mewujudkan hukum yang ada
dalam undang-undang sebagai hukum yang hidup.

22 Teknologi telematika telah melahirkan sebuah dsheketiga dalam fenomena
kehidupan masyarakat. Dimensi pertatmard reality) adalah kenyataan dalam kehidupan empiris
yang secara fisik bisa dilihat/didengar/dirasak@gimensi keduadpft reality) adalah kenyataan
dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang ditég dimensi ketigavirtual reality) adalah
kenyataan dalam kehidupan dunia mayantanber space Lihat Ashadi SiregarNegara,
Masyarakat dan Teknologi InformasiMakalah dalam Seminar Teknologi Informasi,
Pemberdayaan Masyarakat dan Demokrasi Dies N&iHPOL UGM ke-46, Yogyakarta 19
September 2001. Di http://ashadisiregar.blogspot/negara-masyarakat-dan-teknologi-.html.
Diambil pada tanggal 18 Januari 2011.

43 Menurut Khun, Revolusi Sains muncul jika paradigraag lama mengalami krisis dan
akhirnya orang mencampakkannya serta merangkubigana yang baru. Lihat Thomas Khun,
Peran Paradigma Dalam Revolusi Saifise Structure of Scientific Revolutiorfditerjemahkan
oleh: Tjun Surjaman), Bandung: Remadja Karya C\89%Im. 57-83.



perilaku termasuk tatanan nilai-nilai di berbageliaban dunia, sehingga lalu
muncul era atau aliran posmodernisme yang menceaspon, mengoreksi,
mengkritisi bahkan mengecam berbagai kesalahamdaladernisme.
Sebenarnya secara filosofis ada aliran pemikirarg ydekat dengan
semangat posmodernisme, sepeitegal Realism dan Critical Legal
Studies™ Legal realismantara lain mengajarkan bahwa peraturan perundang-
undangan bisa dikesampingkan jika ternyata kebarag@ menghalangi
pencapaian keadilarCritical Legal Studiesbahkan sejak awal bersikap
bahwa peraturan perundang-undangan harus dihindarena proses
penyusunannya sarat dengan muatan kepentingartiggrang?>
Peneraparegal Realisnmdan Critical Legal Studiesdalam praktek
penegakan hukum di Indonesia pada saat ini jeldak trealistis karena
keberadaan paradigma hukum positif masih mendomaohasa hukum di
Indonesia. Disamping itu pada kenyataannya bagaman kritikan atau
kecaman posmodernisme terhadap modenisme toh tetelkkm mampu
menghadang derasnya arus liberalisme, kapitalignedsitivisme®
Berkaitan dengan realitas-realitas tersebut makaeq (penafsiran)
hukum progresif dianggap jalan tengah yang terlgégean hukum progresif

tidak mengharamkan hukum positif namun tidak jugendewakan ajaran

4 Studi Hukum Kritis ¢ritical legal studie} yang dipelopori oleh Roberto M. Unger.

Mazhab ini tidak puas dengan hukum modern yang saregan prosedur. Gerakan Studi Hukum
Kritis telah menggerogoti gagasan pokok pemikirarkum modern dan menyodorkan satu
konsepsi hukum yang secara tak langsung mengersyiamskat dan memberi gambaran tentang
satu praktek politik. Dua perhatian yang paling orgal dari gerakan ini ialah kritik terhadap
formalisme dan objektivisme. Lihat Roberto M. Ung&erakan Studi Hukum KritisJakarta:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, hbn. 1

% Wisnubrotoop.cit him. 4.
%8 |bid.



hukum bebas. Progresivisme tetap berpijak padamturkum positif, namun
disertai dengan pemaknaan yang luas dan tajam.aahudan ketajaman
pemaknaan hukum progresif bahkan lebih dari apg gé&®mbangkan dalam
Sociological Jurisprudenc€ namun mencakup pula aspek psikologis dan
filosofis.

Pemikiran positivistis yang menghasilkan aliran tmaknormative-
dogmatikmasih dominan dalam berbagai produk hukum di ledi@}® baik
yang berupa putusan lembaga peradilan maupun pETgRthdangan,
dimana aliran tersebut menganggap bahwa pada asagugn hukum adalah
semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Raggapan ini
akhirnya memunculkan pertanyaan kritis, untuk sisglaenarnya hukum itu
dibuat, apakah untuk kepastian hukum dan ketertiharsendiri, ataukah
untuk kesejahteraan manusia? Lalu pertanyaan beydubila hukum itu
ditujukan semata-mata untuk kepastian hukum, lalmaha fungsi hukum
yang melindungi masyarakat itu?.

Penerapan dan penegakan hukum sangat dipengarblerapa

faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor agiaya, faktor sarana dan

%" Sociological Jurisprudencenuncul pada abad ke IXX dan abad ke XX. Diawali
dengan munculnya aliran Sejarah dan Antropologisgyanulai meletakkan hukum pada
lingkungan sosialSociological Jurisprudencenenempatkan hukum secara sosiologis sebagai
perwujudan dari kehendak masyarakat. Hukum dianggbpgai suatu kebutuhan bagi masyarakat
untuk mengatur mereka sehingga keberadaan hukunupai@an suatu kesatuan dengan
masyarakatnya. Lihat Novita Dewi Masyitoh, MengkritAnalytical Jurisprudence Versus
Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukdonesia, dalanl-Ahkam, XX, Edisi
Il Oktober 2009, him. 17-22.

% pendekatan normatif-dogmatis pada hakekatnya menga apa yang tercantum
dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keaglaag sebenarnya.
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prasarana, faktor masyarakat dan, faktor budfaktor-faktor ini satu sama
lain kait-mengait. Penerapan dan penegakan hukumg ylaik akan
memberikan rasa keadilan bagi masyarakat secarayehuemh, yang
mencakup keadilan hukurte@al justic@, keadilan moralrfioral justicg dan,
keadilan sosial docial justicg. Atau dengan kata lain, penerapan dan
penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila dapatberikan keadilan
dan kemanfaatan bagi masyarakat disamping kepastlmm. Sebab yang
terjadi dalam praktek, produk hukum dari lembagaagién maupun
pemerintah lebih sering menekankan asas kepastiknnh dan ketertiban
daripada asas keadildankepentingan umurf

Realitas hukum di Indonesia yang masih bersifattrakstik,
formalisitik, represif dan status quo telah bangsngundang kritik dari para
pakar dan sekaligus memunculkan suatu gagasan w#uk mengatasi
persoalan tersebtt, seperti apa yang sering diperkenalkan oleh Satjipt
Rahardjo dengan ilmu hukum progresifnya, yaitu yamgetakkan hukum
untuk kepentingan manusia sendiri, bukan untuk hukian logika hukum,
seperti dalam ilmu hukum praktis. Pengertian hulkanogresif ini kiranya

tidak berbeda dengan apa yang telah diperkenallen Rhilippe Nonet &

29 Ali Irfan Asmuin, “Membangun Hukum Indonesia yaRgpgresif’, Makalah Magister
Hukum, Semarang: Perpustakaan UNISSULA, 2010, #bn.

%% |bid, him. 46.

%1 Hukum Represif secara khusus bertujuan untuk meatmnkan status quo penguasa
yang kerap kali ditemukan dengan dalih untuk menjakatertiban umum. Aturan-aturan dalam
hukum represif bersifat keras dan terperinci, aedapi lunak dalam mengikat para pembuatnya
sendiri. Lihat Eman Sulaiman, Hukum Represif: Wdpamegakan Hukum di Indonesia, dakm
Ahkam XIlI, Edisi Il 2001, him. 91.
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Philip Selznick yang dinamakan dengan hukum resfoyatu hukum yang
berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan stfsial

Gagasan mengusung pembangunan hukum nasional yagig$if
sebetulnya bertolak dari keprihatinan bahwa ilmWkumu praktis lebih
menekankan paradigma peraturan, ketertiban danskapahukum, yang
ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraansia sendiri. Satjipto
mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada ilraurrhypraktis yang
menggunakan paradigma peratur@nle), sedang ilmu hukum progresif
memakai paradigma manusigpeople) Penerimaan paradigma manusia
tersebut membawa ilmu hukum progresif untuk menikailfaktor perilaku
(behavior, experience?

Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk mamusedang
pada ilmu hukum praktis manusia adalah lebih urttukum dan logika
hukum. Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukuragpesif. Oleh karena
ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusiakandamu hukum
progresif tidak bersikap submisif atau tunduk hegtja terhadap hukum
yang ada melainkan bersikap kritfs.

Gagasan tentang pembaruan hukum di Indonesia yangarma

bertujuan untuk membentuk suatu hukum nasionagklih semata-mata

%2 Pphilippe Nonet and Philippe Selznick, Law and 8gciin Transition, Towars
Responsive Law, diterjemahkan Raisul Muttagidnkum ResponsiBandung: Nusamedia, 2008,
Cet 2, him. 84.

% Hal ini bertentangan diametral dengan paham bahwkum itu hanya urusan
peraturan. Peranan manusia disini merupakan koasskterhadap pengakuan bahwa sebaiknya
tidak berpegangan secara mutlak kepada teks fosoatly peraturan. Lihat Satjipto Rahardjo,
Biarkan Hukum MengaljrJakarta: Kompas, 2008, him. 138.

3 satjipto RahardjoHukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan lImu Hylklalam
buku Menggagas Hukum Progresif Indonesi@emarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN
Walisongo dan Program Doktor limu Hukum UNDIP, 206iBn. 1-17.
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bermaksud untuk mengadakan pembaruamsi¢h), akan tetapi juga
diwujudkan menuju pembaruan hukum yang berwatalgrpsif, yang mana
kebijakan pembaruan hukum merupakan konkretisasistitem nilai-nilai

yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yaiig-citakan adalah
adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem-sisii@mn tersebut.
Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada siggmilai harus diikuti

dengan pembaruan hukum, atau sebalikiya.

Kerisauan dan kegalauan di atas menjadi pijakapilkerdalam
perenungan panjang untuk menentukan gagasan peanbaukum melalui
studi hukum kritis yang berbasis progresif. Pemaarbukum merupakan
wujud imajinasi sebuah kesadaran baru yang mentygetbuah wilayah
konseptual yang sangat luas. Di sana berbagai asbtidan konsep
pembaruan akan berkelit-kelindan yang menunjukkempat pembaruan
hukum Indonesia saat iffi.

Manakala proses pembaruan hukum demi terwujudngadezan
baru-tanpa bisa diingkari-merupakan bagian dasgsolitik yang progresif
dan reformatif. Di sini hukum dapat difungsikan @ghi suatu alat
pembaharuan masyarak#id| of social engineeringentah yang diefektifkan

lewat proses-proses yudisial atau yang diefektifkafalui proses legislati.

%% |bid.

%% bid, him. 18.

37 Orientasinya tidak hanya ditujukan kepada pemecahasalah yang ada, melainkan
berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubatialam dalam tingkah laku anggota
masyarakat. Satjipto Rahardgy.cit, him. 19.



13

Pembaruan hukum acapkali hanya diperbincangkangaehbegal
reform® Secara harfiahlegal reform berarti pembaruan dalam sistem
perundangan-undangan belaka. Klagal berasal dari katkege yang berarti
undang-undang alias materi hukum yang secara khtelak dibentuk
menjadi aturan-aturan yang telah dipastikan atpositifkan sebagai aturan
hukum yang berlaku secara formal. Dengan demikm@mbaruan hukum
akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yamgumnya melibatkan
pemikiran-pemikiran kaum politis dan atau sejaulhjgya juga pemikiran
para elit profesional yang memiliki akses I13bi.

Bergeraknya proses pembaruan hukum yang membatasi
perbincangannya pada pembaruan norma-norma positihndang-undangan
saja, membuktikan masih kokohnya watak keras p@site hukum dalam
pembangunan hukum kita saat ini. Alam pemikiranitpggme hukum
menjadi jalan kelam masa depdegal reform serta membuat hukum
terisolasi dari dimensi sosial-masyarakat. Lantas hieran, ketika fungsi
legislasi sebagai pintu awal pembaruan hukum lsbiing mengedepankan
konflik kepentingan politik melalui dalih-dalih pgedur legislasi dari pada
mencerminkan dialektika subtanstal.

Hukum progresif bersifat membebaskan diri dari dwasi tipe

hukum liberal yang tidak selalu cocok diterapkadgaegara-negara yang

% Soetandyo WignjosoebrotoPembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru
Jakarta: HuMa, 2007, him. 97.

%% Ibid, him. 98.

9 bid.



14

telah memiliki sistem masyarakat berbeda dengamensisnasyarakat asal
hukum modern (dalam hal ini adalah Erofa).

Konsep progresivisme bertolak dari pandangan kegiaao
sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernomamjiadi institusi yang
bermoral. Paradigma hukum untuk manusia membuath®yasa bebas untuk
mencari dan menemukan format, pikiran, asas sé$aalisi yang tepat
untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kaisigraan dan
kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patagdipdalah jangan sampai
pendekatan yang bebas dan longgar tersebut dis@iakgn atau
diselewengkan pada tujuan-tujuan ned4tif.

Akhirnya, masalah interpretasi atau penafsiran atrgangat urgen
dalam pemberdayaan hukum progresif dalam rangkakumengatasi
kemandegan dan keterpurukan hukum. Interpretasind&dukum progresif
tidak terbatas pada konvensi-konvensi yang selanndiiinggulkan seperti
penafsiran gramatikal, sejarah, sistematik dangabga, namun lebih dari
itu berupa penafsiran yang bersifat kreatif danvatié sehingga dapat
membuat sebuah terobosan dan lompatan pemaknaamhuknjadi sebuah
konsep yang tepat dalam menjangkau hukum yang Ibarkemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipalbatmva yang
dimaksud dengan pembaruan bukanlah secara tekstaklinkan secara
kontekstual. Oleh karena itu pemahaman dan penamgpamemerlukan

penyesuaian dengan konteks perkembangan zaman.

“Lbid, him. 99.
“21bid, him. 101.
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Hal ini dapat dipadukan dengan hukum Islam yangraitilasikan
dalam bentuk Islam adalah agama yang universal yasigya adalah rahmat
bagi semua penghuni alam semesta, sebagaimana @atzen-Nya dalam
surat al-Anbiya’ (21) : 107 Dengan demikian hukum Islam akan tetap
relevan dan aktual serta mampu dalam menjawabnigemtanodernitas.

Hukum progresif di Indonesia memiliki kesesuaiamgds hukum
Islam, karena sama-sama mementingkan kemaslahatausig’* ljtihad
dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam imukslam juga
menolak untuk mempertahankatatus quodalam berhukum. Asas-asas
hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk mewujudkabahagiaan umatnya.

Tujuan penetapan hukum dalam Islam diorientasikamuku
kemaslahatan manusia dalam bentuk memberikan nanf@éaupun
menghindarkan dari kerusakan baik dalam kehidupardutia maupun
akhirat. Reformasi hukum Islam dewasa ini semalkjnifkan sehingga lebih
akomodatif dengan dinamika perubahan sosial. Datamteks ini untuk
mengeksplorasi kajian terhadap hukum Islam digumakestem berfikir

eklektif**> Suatu dalil yang diprioritaskan, mengacu padal dafina yang

“3 Yang artinya adalah dan tiadalah Kami mengutusukamelainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.

“ Inilah yang digulirkan oleh pemikir Islam Abu Ishal-Syathibi dalam kitabnyal-
Muwafaqat fi Ushul al-Syari’alyang kemudian disebut dengan Maqashid al-Syar’iyzdiam
pandangan al-Syathibi maslahat adalah sesuatu gelgndasi tegaknya kehidupan manusia,
terwujudnya kesempurnaan hidup manusia serta yaamumgkinkan manusia memperoleh
keinginan-keinginan jasmaniyahnya dan agliyahnyaarse mutlak sehingga manusia dapat
merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Inilah kesmswdengan hukum progresif yang digagas
oleh Satjipto Rahardjo tentang hukum progresihdionesia.

> Eklektif adalah sebuah pemikiran yang memiliki giean yang luas dan juga bersifat
memilih yang terbaik. Lihat Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry,Kamus limiah Populer,
Surabaya: Arkola, 2001, him. 130.
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lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dankdiy oleh dalil yang
kuat yang selaras dengan perkembangan masyarakat.

Karena penelitian yang terkait antara hubungan ggagahukum
progresif dengan hukum Islam di Indonesia-sampaat smi sejauh
pengetahuan penulis-belum ada, maka penelitiapaniing untuk dilakukan

untuk menambah khazanah kepustakaan.

B. Rumusan Masalah
Dari gambaran dan uraian di atas dapat penelitukakan beberapa
pokok permasalahan sehubungan dengan judul yajukalmtersebut di atas
antara lain:
1. Bagaimana Pemikiran Satjipto Rahardjo tentang HukRwogresif di
Indonesia?
2. Bagaimana Relevansi antara Hukum Islam dalam MearandHukum
Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo?
Perumusan masalah tersebut, coba peneliti teliaikpai akhir
sebagai hasil penelitian dan bagaimana peneliiaméencapai kesimpulan

yang menjadi jawaban ilmiah atas masalah-masalad yeendasar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Setelah menentukan perumusan masalah dalam pamahtidengan
pasti, maka tujuan dan kegunaan terhadap masaisdbte di atas adalah

sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui dan mengkaji pemikiran Satjipttddjo tentang
Hukum Progresif di Indonesia.

2. Untuk mengetahui relevansi antara Hukum Islam dataemandang
Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo

Sedangkan manfaat penelitiannya dibagi menjadi yhity manfaat
secara teoritis dan prakfis.Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk
perkembangan keilmuan dan untuk mengisi kekosormamelitian yang
menelaah hubungan antara semangat dan nilai-nikairh progresif dengan
hukum Islam serta sebagai bahan informasi untukljem lebih lanjut. Dan
manfaat secara praktis empirik, penelitian ini beay bagi para penegak
hukum agar dalam menerapkan hukum, menggunakasiggpnnsip hukum
progresif, yaitu agar hukum ada untuk kebahagiaamusia.

Selain itu karena penelitian ini nantinya adalametiéan hukum
normatif dengan tema utama hukum progresif, makéu geranya dikutip
pendapat Sunaryati Hartono yang menyebutkan bedber@nfaat penelitian
hukum normatif, salah satunya adalah untuk melakutenelitian dasar
(basic research di bidang hukum, khususnya apabila kita mencasasa
hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama ddiairhal penemuan
dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatam lyang baru dan

sistem hukum nasional yang b&fu.

8 saifullah, Konsep Dasar Proposal Penelitiaffakultas Syari'ah UIN Malang, TK,
2006, him. 10.

4" Sunaryati HartonoPenelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-28ndung:
Alumni, 1994, him. 141.
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D. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan di dunia akaderaisy# tidak ada
satupun bentuk karya seseorang yang terputus dahauintelektual yang
dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalandmbungan pemikiran
dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikaenulsan ini juga
merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah ylahg sebelumnya.

Sejauh penelusuran peneliti, terdapat beberapa lifggmeyang
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Drantg adalah Penelitian
skripsi tahun 2009 oleh Mahmud Kusuma yang jugaalsudibukukan
berjudul Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigimbagi
Lemahnya Hukum Indonesiaebagai tugas akhir pada Fakultas Filsafat
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dalam penelitiannya itu Mahmud Kusuma mencoba kutedebih
dahulu menelusuri asal-usul dari gagasan hukum r@sdgitu dengan
menelusuri pemikiran-pemikiran dari para pemikidéhulu (Einstein, Kuhn,
Capra, Zohar & Marshall, Sampford, Nonet & Selzpielolmes, Pound,
Heck, Unger) yang menurut keyakinan Mahmud Kusuko& memengaruhi
dan membentuk pemikiran Satjipto Rahardjo hinggapsa pada gagasannya
tentang hukum progresif. Kemudian dipaparkan bexbpgrmasalahan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan dan penegakan hutturindonesia.
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Selanjutnya dipaparkan paradigma hukum progresidga alternatif untuk
penyelenggaraan hukum dalam garis besathya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh mahasidvakultas
Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang hetjl Nilai-Nilai
Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izifigami. Penelitian ini
merupakan karya skripsi yang ditulis oleh M. YudiriRa pada tahun 2010.
Dalam skripsi ini, M. Yudi Fariha mencoba memaparkentang nilai-nilai
hukum progresif yang terkandung dalam latar belgkeglahiran Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maupun dalam nmat&kum yang
diaturnya, yang difokuskan pada aturan perceraam idin poligami yang
dulu tidak banyak dibicarakan ulama fikih.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitemefitian
sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokusgada relevansi hukum
progresif dikaitkan dengan hukum Islam. Secaraitaid) buku-buku yang
membahas tentang hukum progresif cukup banyak, nahantara buku-
buku yang ada belum secara spesifik membahas tpkiterkaitan antara
hukum progresif dengan hukum Islam.

Sepanjang pengetahuan penulis, di IAIN Walisongudsiebelum
banyak karya yang mengkaji secara mendetail peamkimkoh yang satu ini,
terutama yang menghubungkannya dengan hukum Islanindibnesia.

Padahal hukum Islam di Indonesia telah berkembaran dliakui

8 Mahmud KusumaMenyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigirbagi
Lemahnya Hukum Indonesi&)pgyakarta: antonyLib, 2009, him. 189-190.
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eksistensinyd? Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk tegmas

tema ini. Namun, apabila terdapat kesamaan ataurigam dengan karya
ilmiah lain itu merupakan sesuatu yang tidak disgam@tau ketidaksengajaan
dan tentunya memiliki objek kajian serta pembahgsamasalahan yang

berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara agaordmiah.

E. Kerangka Teoritik

Satjipto Rahardjo yang mulai menggulirkan Hukum geesif sejak
tahun 2002 menyatakan bahwa Hukum Progresif menolakuk
mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempekah status quo
berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalak ukur untuk
semuanya.

Satjipto Rahardjo secara ringkas memberikan rumusssterhana
tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembehabaik dalam cara

berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mamembiarkan

49 Ada lima teori eksistensi hukum Islam di Indonesjaitu: 1). TeoriReceptio in
Complexu(Lodewijk Willem Christian van den Berg): bagi sgti penduduk berlaku hukum
agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlakwrhuislam, demikian pula bagi pemeluk
agama lain. 2) TeorReceptie(Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Honge):
hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Isladdokum Islam berlaku bagi orang Islam,
kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan tetedmjadi hukum adat. 3). TedReceptie Exit
(Hazairin): pemberlakuan hukum Islam tidak harutadarkan atau ada ketergantungan kepada
hukum adat. 4). TeoReceptio A ContrarigSayuti Thalib): hukum adat baru berlaku kalaukida
bertentangan dengan hukum Islam, ini adalah kedraldari teorReceptie5). Sebagai kelanjutan
dari teoriReceptieExit danReceptie A Contrarianuncullah TeorEksisteni(lchtianto S.A): teori
ini menerangkan adanya hukum Islam dalam hukumddakindonesia. Menurut teori ini, bentuk
eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itahigl) Ada, dalam arti hukum Islam berada
dalam hukum nasional sebagai bagian integral darifp) Ada, dalam arti adanya kemandirian
yang diakui berkekuatan hukum nasional dan seblagiaim nasional(c) Ada dalam hukum
nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) bgdusebagai penyaring bahan-bahan hukum
nasional Indonesja(d) Ada dalam hukum nasional dalam arti sebaghabautama dan unsur
utama hukum nasional Indonesia. Lihat H. Mustofan d& Abdul Wabhid, Hukum Islam
KontemporerJakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 143-152.
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hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasmgsgabdi kepada
manusia dan kemanusiazn.

Ada catatan penting yang diberikan Satjipto, batiakior manusia
dalam hukum sudah terlalu lama diabaikan untukhleiiemberi tempat
kepada hukum. Salah satu upaya untuk membebaskamsiaalari belenggu
hukum adalah dengan ide (penegakan) hukum progf@sifitan penting lain
yang diberikan Satjipto dalam Menggagas Hukum Rsifjindonesia bahwa
berbicara ilmu hukum, kita akan berhadapan dengstusilmu dengan
sasaran objek yang nyaris tak bertepi. Hal ini gantparkan betapa ilmu ini
sangat luas karena bersentuhan dengan berbagkiletpdupan. Di samping
itu, pada saat yang sama, berbagai aspek itu npasdhtidak bisa dibatasi
dengan wilayah teritori, baik lokal, kawasan, naalpmaupun globat*

Maka tawaran hukum progresif dalam konteks Ind@pediagi
Satjipto, didasari oleh keprihatinan terhadap réengta kontribusi ilmu hukum
Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini ukielkar dari krisis,
termasuk krisis di bidang hukum.

Begitu juga dengan hukum Islam. Hukum Islam selmagaa hukum-
hukum yang lain mempunyai asas dan tiang pokokuKi suatu hukum,

sukar mudahnya, dapat diterima atau ditolak makgargergantung kepada

%0 Sejak digulirkan tahun 2002, sudah banyak orangyyargugah dengan pendekatan
hukum progresif karena hukum progresif dianggapagab pendekatan alternatif di tengah
kejumudan positivisme hukum.

°l gSatjipto RahardjoMenggagas Hukum Progresif Indonesi¥ogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006, him. 16.
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asas dan tiang-tiang pokoknya. Salah satu asas sesupi dengan hukum
progresif adalah tentang memperhatikan kemaslanasanisia?

Hukum Islam dihadapkan kepada bermacam-macamrnemsisia dan
ke seluruh dunia. Maka tentulah pembina hukum menapi&an
kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengakedmalayaan mereka
serta iklim yang menyelubunginya. Jika kemaslah&tanaslahatan itu
bertentangan satu sama lain, maka pada saat ahudickan maslahat umum
atas maslahat khusus dan diharuskan menolak kematdhaang lebih besar
dengan jalan mengerjakan kemudharatan yang ¥ecil.

Kemudian asas mewujudkan keadilan yang merata. 8f@amli dalam
hukum Islam, sama kedudukannya. Mereka tidak labigebihi karena
kebangsaan, karena keturunan, karena harta atanakkemegahan. Tak ada
di dalam hukum Islam penguasa yang bebas dariajerdindang-undang,
apabila mereka berbuat zalim. Semua manusia dipaadallah Hakim yang
Maha Adil adalah sant.

F. Metode Pendlitian
1. Metode Pengumpulan Data
Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakanisjen

penelitian hukum normati Penelitian dilakukan dengaara melakukan

%2 Fathurrahman DjamiFilsafat Hukum IslamJakarta: Logos Wacana llmu, 1997, him.
71.

%3 T.M Hasbi Ash ShiddiegyFalsafah Hukum IslamSemarang: PT Pustaka Rizki Putra,
2001, him. 58.

> Ibid, him. 68-69.

% Penelitian ini terdiri dari penelitian terhadapssisas hukum, sistematika hukum, taraf
sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingakum. Lihat Bambang Sunggono,
Metodologi Penelitian Hukundakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, him. 42.
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kajian analitis yang komprehensip terhadap bahakurhuprimer dan
bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan didukaleh bahan hukum
tersier>®

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan badaam
rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk m&ebanaran ilmiah
yang bersifat obyektif dan rasional juga dapat dgegungjawabkan,
maka penulis menggunakan metode dokumentd3alam hal ini penulis
mengkaji data-data dan fakta yang berupa catatatacadokumen, buku,
jurnal, majalah, arsip dan hal-hal lain yang megkam dengan penelitian
ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadapl h@esnikiran
dari seorang tokoh, maka data-data yang dipergunb#tah merupakan
data pustaka. Ada dua macam data yang dipergungéiani, data primer

dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer.

%6 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yargikat dan merupakan data
utama dalam penelitian ini, seperti buku-buku at@upulisan langsung dari Prof. Satjipto
Rahardjo, Bahan hukum sekunder adalah yang menaipegknjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti literatur atau buku dan artikelgppengkaji pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo,
sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yandeni&en petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekundantohnya adalah kamus, ensiklopedia hukum. Lihat
Soerjono Soekanto dan Sri MamudiRenelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, him.13.

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan dataluneeninggalan tertulis,
terutama arsip-arsip, termasuk buku-buku tentamgl@eat teori, dalil/lhukum dan lain-lain yang
berhubungan dengan masalah penelitian. Lihat Hatlatiawi,Metode Penelitian Bidang Hukym
Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998, h0@.
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Sumber data primer merupakan sumber data utampaley
pokok berupa buku dan tulisan asli yang berasal klaya Satjipto
Rahardjo. Dari beberapa karya yang telah diterbjtk@enulis
menggunakan rujukan utama dari karya Satjipto Rihagang berjudul
Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonestarbitkan di
Yogyakarta oleh Genta Publishing tahun 2009 darubvknggagas

Hukum Progresif Indonesirbitan Pustaka Pelajar tahun 2006.

b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder tetap diperlukan sebagai data penduikang
berupa buku atau artikel yang dapat mendukung pneskripsi ini.
Sumber data sekunder adalah data yang mengutipsdarber lain
sehingga tidak bersifat otentik karena sudah dipkraari sumber
kedua dan ketiga. Sumber sekunder penulis ambil beberapa
pengkaji pemikiran Satjipto Rahardjo, baik itu keaubuku, skripsi,
tesis, maupun karya ilmiah lainnya, diantaranya laddabuku
Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia B&arangan Soetandyo
Wignjosoebrotd® dan buku Menelusuri dan Memaknai Hukum
Progresifyang ditulis oleh Wisnubroto, serta beberapa egigrlainnya

yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

*%Spetandyo Wignjosoebroto boleh disebut sebagai-ssdtinya Guru Besar (bukan
liImuHukum) di Indonesia namun secara konsistentdkan melalui beberapa bukunya mencoba
mengintroduksikan dengan cara mengelaborasi kerkbalilisi Indonesia dimasa lalu termasuk
proses pemberlakuan hukum asing kepada rakyatajaj&hla itu, sehingga generasi bangsa
Indonesia dewasa ini diharapkan mendapatkan panghmg jelas mengenai hal tersebut. Lihat
juga di Soetandyo Wignjosoebrotdari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika f&bs
Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesiakarta: PT. Grafindo Persada, 1994.
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3. Metode Analisis Data
Metode yang akan digunakan sebenarnya cukup sedensakni

mencoba menarik beberapa pokok pemikiran dari k&8atapto Rahardjo

tersebut, kemudian menguraikannya secara sistenfadigpun metode

penelitian dalam penulisan karya skripsi ini adaabagai berikut:

1. Metode Deskriptif-Analitik®®
Metode ini penulis gunakan untuk melakukan pelacattan analisa
terhadap pemikiran, biografi serta kerangka metmglsl pemikiran
Satjipto Rahardjo dengan cara menganalisis datg y#eliti dengan
memaparkan data-data tersebut kemudian diperokmgalan. Untuk
mempertajam analisis, metodentent analysiganalisis isi) juga bisa
penulis pakaiContent analysisligunakan melalui proses mengkaji data
yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharagk akan mempunyai
sumbangan teoritik. Metode ini akan penulis gunattalam BAB IV
yaitu Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjonteeng Hukum
Progresif di Indonesia.

2. MetodeHistorical Approach
Pendekatan historis dilakukan dengan menelaahbdatakang apa yang
dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenaiaisg dihadapi.

Pendekatan ini penulis gunakan karena ingin merigmglosofis dan

% Deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dangmeerpretasikan apa yang ada,
baik mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pahndsmng sedang tumbuh, proses yang
sedang berlangsung atau yang telah berkembang. i@adigunakan dengan maksud untuk
mengetahui latar belakang munculnya pemikiran [BatjRahardjo tentang hukum progresif di
Indonesia, sehingga dalam pembuatan skripsi inndkbih mudah memahami jalan pikiran
maupun makna yang terkandung di dalamnya secargretiensif. Lihat Bambang Sunggono,
op.cit, him. 38.
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pola pikir yang melahirkan gagasan tentang hukuognesifnya Prof.

Satjipto Rahardjo sehingga natinya sangat relevaengah

perkembangan hukum di Indonesia saat ini.

3. Metode Konsepdonceptual approagh

Penelitian hukum normatif akan lebih akurat bilaaditu oleh satu atau
lebih pendekatan lain yang cocok, guna memperkayénbangan-
pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapilgmohukum

yang dihadapi, maka Pendekatan Konsep dilakukaenkapeneliti

merujuk kepada prinsip-prinsip hukum progresif dalanenelaah
hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip ini ditemukaaridulisan seorang
pakar hukum vyaitu Satjipto Rahardjo sebagai peragagukum

progresif.

G. Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempatmdalam
pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penaliigosi ini terbagi
menjadi lima bab, dimana setiap bab merefleksikaatan isi yang satu sama
lain saling melengkapi. Untuk itu disusun sistekatisedemikian rupa
sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuiatuldzan ini.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakas basar dari
keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam dd@mtyang jelas serta
padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawaligdenlatar belakang masalah
yang terangkum di dalamnya tentang apa yang meajasan memilih judul,

dan bagaimana pokok permasalahannya. Selanjutriyl labih memperjelas
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maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengamda perumusan
masalah. Penjelasan ini akan mengungkap sebema@paignifikasi tulisan ini.

Dilanjutkan dengan metode penulisan yang diungkp@ adanya dengan
harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumbar tinik pengumpulan
data dan analisis data. Pengembangannya kemudianpaka dalam

sistematika penulisan ini.

Bab kedua dimaksudkan sebagai landasan teoritikandal
pembahasan skripsi ini. Bab ini berisi penjelasamum tentang hukum
progresif yang meliputi pengertian hukum progrelsindasan filosofis, asas
hukum progresif dan asas hukum Islam serta hukwgresif di Indonesia.

Selanjutnya bab ketiga yang berisi pemikiran-peraiki Satjipto
Rahardjo. Dalam bab ini penulis menguraikan tentaiografi, karya-karya
Satjipto Rahardjo yang kemudian dilanjutkan dengamikiran-pemikiran
Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif di Indiae

Analisis data sebagai bab keempat diperoleh beldasdandasan
teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan aengtetap
mempertahankan tujuan pembahasan. Adapun isi balad@mlah analisis
pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progréslihdonesia dilanjutkan
dengan analisis relevansi hukum progresif terhdudggpm Islam.

Sebagai akhir pembatasan dari keseluruhannya, inalkakelima
penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan,njdilan dengan
beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutugpukd mengenai daftar

pustaka, lampiran, serta riwayat pendidikan akamadukkan dalam lampiran.



